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TENTA!{G

PERUBAIIAI{ XEDUA ATAS PERATURAI BUPAfi SOI,OT' NO1IOR 2T IAiIUN

2015 TENTANO IAIA CARA PENGADAAII BATINO/.'ASA DT ITAOAiI

DENCAd RA}T!/IAT TVHAII YAI{G MA,SA ElsA

BTIPATI SOI,OK,

banwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32

Peraturd Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah

ditetapkan Peraruran Bupati solok Nodo. 27 T€nun

2015 tentang Pengadaan Ba.anglJasa di Nagad

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Solok Nonor 6 'fahun 2016 tentdg Perubanan Atas

Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2015 tentang
'fata Cara Pengadaan Barans/Jasa di Nacari.

bahwa ber.lasa.km evaluasi terhadap pelaksanaan

PeratuEn Bupati tetsebut, perlu dilakukan

b. hw" be-d".a-rr. pe tinbdnBan sebaBaiman€

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkd PeEturan Bupati tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tanun

2015 tentang Tata Ca.a Pengadaan Ba.ang/Jasa di

Undang-Undang Nomor i2 Tahun 1956 tdltarg

Pembentukd Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Prolinsi sumatera Tengan (kmbaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun 1956 Nomor25)i



2.

3,

5.

6.

Unddg-Unddg Nonor 6 Tanun 2014 tentdg Desa

(kmbaran Negara Republik tndonesia Taiun 2014

Nomor 7, Tambahd l€mbarm Negara Republik

lndonesia Nomor 54951;

Uldang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara RePublik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 5587)

sebas4mana telah diubah beberaPa kali terakhir

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang Unddg Nomor 23
'tahun 2014 tentdg Pemerintahd Daerah (Lemba.an

Negda Republik Indonesia Tahur 2015 Nomo.5a,

Tambanm Lembaran Negda RePublik IndonesLa

Peraturan Pemerintah Nomo. 39 Taiun 2004 tentdg

Pemindahan lbukota Kabupaien Solok Dari Wllayah

Kota Solok Ke Ka}! Aro Suksami (A.osuka) di

Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupateo Solokj

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tdnun 2007 tentdg

Penselolaan Uans Nesara/Daerah (Lembaran Nesda

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tdbahan

Lehbaran Nesara Republik lndonesia Nomor a738);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lentang

Peraturan Pelaksanas Unddg Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentans Desa (Lembaran Nesa.a Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 'tambahan

L"moaran Negara Repuo|k  l rdonesra Nomor 5530

sebagaimana telah diubah dengan Pehturan

Pemerintah Nohor 47 Tanun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Peme.intah Nomor 43 Tahu! 2014

tentang Peraturm Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentmg Desa (Lembdd Negara

Republik indonesia Nomor 5s39);



7. PeratuFn Pemerintah Nomor 60 Taiun 2014 tentang

Dda Nagdi Yang Bersumber Ddi Anggdm

Pendapatd dan Beldja Nesara (Lembaran Neeara

Republik Indonesia Tahun 2014 Notuor l6a'

Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesu

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pefterintah Nodor 22 Tanun 2015 tentang

Perubahan Atas Pe.atwa! Pemerintah Nomo. 60
'lahun 2Ot4 Tentang Dma Desa Yang Bersumber Darj

Anggaran Pendapatan Dm Belmja Negda (Lembaran

Negara Republik lndone6ia TahE 2015 Nomor aa,

T@band Lembaran Negaa Republik Indonesia

8. Peraturan Menteri Dalam Negtri NoTg{ 55 Tahun 2004

tentdg 'fata Cara Penatausanaan dan Penttsunan

raporan Pe.tdggungjawabs Bendanara serta

Penyampaiannya;

9. Pe€turan Menteri Dalam Nege.i Nomo. 113 Tahun

2014 tentmg PeDgelolMn Keumgs Nagari (Berita

Necara Republik Indonesia Tahun 20i'r Notuoi 2093);

10. Pe.aturd Kepala Lembaga Kebijakan Penvedia Barans

dd Jasa Pemeintah Nodor 13 Tahun 2013 tentang

Pedoman 'fata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di

I 1 , Peraturan Bupaii solok Nomor 27 'tahun 20 1 5 tentmg

Pengadaan Bdmc/Jasa di Nagari (Berita Dae.ah

Kabupaten Solok Tahun 20 1 5 Nomoi 27) sebagaimana

tela! diubah dengan Peraturan BuPati Solok Nomor 6

Tahun 2016 rentang Perubahm Atas Peraturs Bupati

Solok Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cda

Pengadan Barang/Jasa di Nagari (Berita Daerah

Kabupaten SoLok Tahun 2016 Nomor 6)j



MEMUTUSKAN:

PDRATVRAN BVPATI TDI{TA{G PERI'IAIIAI{ I<EDUA

ATAS PERAAURAI{ EVPA'iT SOLOK IIOMOR 2? TAIIUN

2015 TENTANG CARA

BARANG/i'AAA DI I{AGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pa.aturan Bupati

27 Tanun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan

di Nagsi (Berita Daerah Kabupaten Solok

Nomor 27) diubah sebasai berikur:

PENGADAAIT

1 Ketentuan Pasal t angka t3 dan dgka 18 diubah

sehingga Pasal I berbunyi sbagai bqikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati jni yang djnaksud dengao:

t. Daerah adaLah Kabupaten Solok.

2. Pemeiintahan Daersn adalah penyelensgaraan urusd

3.

5.

pemerintahan oleh pemeidtah daerah dd dewan

peMal{ilan rakyat daerah me4urut asas otonomr .lm

tugas pembantuo dengao prinsip otonomi sehris

luasnya dalam sistem dd Prinsip NegaE Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimma dimaksud dtlam

Lndang-Ui  dErg Dasar  NF8€rs PeDLb rk  Indones 'd

Bupati adalah Bupati Solok.

cmaradalah cdat di Kabupaten SoLok.

Nagari adalan kesatud masyarakat hul'lm vang

memiliki batas wilayai yang benvenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerinbnan,

kepentin8d masya.akat setemPat berdasdkm

p.al{dsa masyaraLat, hak asal usul, dd/atau hak

tradisionaL yang dialai dan dihormati dald sistem

pFmerinrrr'r.n Ne8are <rsrtusn Rrprblfi lndonesia

Pemenntahan Nagdi adalah penyelenggaraan utusan

pemerintahan dan kelentingm masyarakat setempat

dald sistem pemerintahan Negda Kesatuan Republik

6.



7, Pemerintan Nagdi adalah Wali Nagari dibdtu

Pe€ngkat Nagari sebagai unsur PenyeLenggara

Pemedntahd Nagari.

a. Bad@ Musyawarah Nagari seLd.jutnya disebut BMN

adalah lembasa yans helalsanakan rungsinva

pemerintahan dan dggotdya merupako wakii

penduduk nagdi berdasarkan keteMalilan wilavah

dan ditetapkan seca.a demokratis.

9, Badan Usaha Milik Nagari y@g selanjutnya disebut

BUMNag adalah badan usana yang seluruh atau

sebagid besar modainya dimiliki oleh Nagari relalui

penyertad secara langsuns ydg berasal ddi

kekaydn Nagari ydg dipisahk€n guna mengelola

asset, jasa pelayand, dad usahli'1aidnva untuk

sebesd-besamya kesejantera@ masyarakat Nagdi

10. Pembmeunan Nagari adtlan upava peningkatd

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesd besarnva

kesejahtera@ masydakat Nagan.

11. Keu@san Nagari adalai semua hak da kewajiban

Nasdi ydg dapat dinilai dengm uans se.ta segala

sesuatu berupa uang dan baiang yane berhubunean

d.ng"n pe l "ksdsr  h-k  dan kewdj ibd Neg.- i

12, Anggdan Pendapatd d@ B€lanja Nagari, sehlutnva

disebut APBNagari, adalan rencana keuancan tanunan

Pdmerintahan Na€di.

13. Dda Nagdi, seldjutnya disingkat DN, adabn dda

ydg bercumber dari Anggarm Pendapatan dd

Belanja Negara yang diperuntukkan basi Nagdi vans

ditrmsfer melaLui Anggalan Pendapatd dm Belanja

Daerah Kabupaten dd diPrioritaskan untuk

membiayai pelalsdaan pembansunan, dan

pemberdayad masydakat

14. Anggdf PendaPats dd Bel@ja Daerah vdg

selmjutnya disebut APBD adabn rencana keumgan

tahunm Pemeiiltah Daeran yang dibanas dan

disetujui bersama oleh P€merintah Dae€h dd DPRD

dan ditetapkan dengan Peratuian Daerai



15. Pengadm Barang/Jasa Nagari vang selanjutnva

disebut Pengadaan Barang/Jasa adaLan kegiatd

untuk mempercleh baranglasa oleh Pememtan

Nagari, baik dilahukan dengd cara swakelola maupun

melalui penyedia barang/jasa

16. Penyedia Barang/Jasa adalah badd usana atau

peroransan rang menyediakd barang/.iasa

1?. swakelola adalah kegiatan Pengadad Barang/Jasa

dimana pekeij@nnya direncanakd, dike.jar<d

dan/atau diawasi sendni oleh tim Pengelola kegratan

18. Tim Pengelola Kegiatan selanjutnya disebutTPK adalah

kelompok kerja unluk pelaksanaan keglatan vans

ditetapkd dengo Surar Kepulusm Walinagafl untuk

melaksanakd kegiatan

19. Kerapatd Adat Nagari ymg selanjutnya disebut KAN

a.lalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat

nagdi yang bertugas sebasai penjaga dm pelestari

adat dan budaya Minangkabau

20.  LFmo.ca D"mbetdar€an vosydrdqsr  N.gdi  yang

selanjutnya disebut LPMN adabn wadah yang

dibentuk atas p.akarsa masvdalat untuk membantu

Pemerintah Nagari ddm menampung dan

oedjudkan aspirasi dd kebutuhan masvarakat di

bidang pembdgund

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 be.bunyi

PasaL 7

(1) Untuk tuendukuns keianca.d peraksanad

penyelenggar@n Pemerintahan Nagari, Pelaksana

Kegiatan daPat dibdtu oleh TPK vang terdiri ddi:

a. Ketua ddi unsur Kepala seksi/KePala Jorcns/ star

b. Sekretaris dari unsur perdgkat/lf,dbaga

Pemberdayao Masya.akat/Kader Pemberdf,vam

Masydatat ydg telai berpengalaman selama

progrM PemberdaYaanl



c. Bendanara TPK adalah pembantu bendahda

nagari yang berasal dari staf nagan atau

masyaialat y@g diutadakan dad Kader

berpengalamd selda program Pemberdavaan

ydg memjliki kemamPum keuangd; dd

d. PeLaksana teknis dari unsur l€mbaga

Pembe.dayad Masydakat atau masvarakat ymg

memiliki skili teknis terkait-

e. Petugas lapdgan yang berasal dan masw'.ikat

(2) Ketua sebagaidana dimaksud pada ayat (1) hurur

a, mempunyai tugasi

a. mengoordini. d@ mengawasi pehr<sdaan

kegiatan selama kegiatan dilalsanak@;

b. denJrusun Laporan mingguan tentmg pelaksandn

c. memberiko teguran kepada P€laksana kegiatan

apabila dalam pelsksanad kegiatd terdalat

p_nympsne4r penqrDdBM atdu udal< a_suai

d. meme.ahkan masalah yang drjlnPai dalm

Pelaksmaao sebatas kewenmgdnva; dan

e, dalam Pelaksanaan tugasnya, Ketua bertangcung

jawab kepada Kepala seksi;

i. denyerahkan hasil Pekerjaan kepada Kepalt seksi

berserta seluruh dokumen kegiatan

(3) Sekretarls sebasaimana dimaksud Pada avat (1)

huruJb, mempunYai tugasi

melaksanakan tugas-tugas adminisbasi kegratan;

b. membantu bendahaE untuk melaksanakan

tugas-tugas adminisf asi keudgan;

c. membdtu ketua TPK menyiapkan laforan

p€.kembangan fisik dan keuang@ kegiatani dd

d. melaksanal<d tuSas-tugas vdg diberikd oleh



{4) Bendahda TPK sebagaimana dimaksud pada avat

(31 huruf c. mempunyai tusas

bendanarawaE nagdi dan dapat men,lmPan,

membayar tagihan serta mencatai semua transaksr

TPK sesuai ketentuan Y@g berlaku

(5) Pelaksda teknis sebasaimda dimaksud pada avat

(i) hurufd, mempunYai tugas:

melaksmakan kegiatan teknis beruPa kegratan

pe.€ncanaan maupun Pengawasd pelaks2na6n

kegiatan sesuai densan .jenis d@ sirat

b. tenaga teknis berasal dari masvarakat setempat

yds mem.. rk i  k .mmpuan r r l 'n ' i /berperCa-araa

membuat Perencdaan;

c. dalam hal tidak tersedja tenaga teknis di Nagari

Wali Nagdi dapat menunjuk tenaga tekn$ dan

d. melaksanakd tugas teknis ymg dibe.ik€n oleh

pelaksa d legi-len d€n . €u l\etLa 'tPK \"" rr'

dengo ketentuan dan kewenangdnva.

(6) Petugas lapansan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf €, mempunvai tusas merbentu

pelal{sna leknis dalam hal :

a. mengkoordinir tenaga kerja dan mengend'likan

pelaksdaan pekerjaan di lokasi vang telah

b. mengajukan kebutuhan, menerima, mencatar dan

membuat laporan Penggunaan baian/matenar'

c. mensdbil dalta.hadn Pekerjaj

d, metubuar taloran Harian dan Mingguan

Pela*sanad Pekerjad; do

e. melapofkan sivadaya masya€kat (kalau ada)

3. Diantda ayar (2) dan ayat (3) disisipkan t (satrt avat

bgru yakni ayat (2a) dd avat (6) dihaPus sehLngga

Pasal 1o berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 10

(1)Pelaksanaan Pengadad barang/lasa

swakelola dilakukan berdasarkan

lelarcanaan Pengadaan bdang/jasa

(2) Kebutuhan bdds/jasa termasuk didalamnva

bahan/material untuk meodukung keSratan

)sake o l "  vMB rdrk  o;Pa d isFdiaksn dc lge 'drd

swadaya, dilakukan oleh penvedia bards/jasa vang

didggap m@Pu oleh TPK

{2a)Belanja barangiasa Pada kesiatan fisik dilud upah

untuk perencanam sekaligus pengawasan dan

Operasional TPK, Honor TPK' Piank kegrats dengd

ketentua! sebegai berikur 
' ' '

a, Kegratan smpai dengan RP 100 000 000 sebesar

t0% dari Pagui

b. Kegiatm Rp.100 000.000 saopai dengan

200 000 000 sebesar 8% ddi Pagui

c, Kegiatan lebih dari Rp. 200 000 000 sebesar 7%

oa.r !a8u;

(3) Xhusus untuk Pekerjam konstruksL:

a ditunjuk saru orsg penanggulg jawab teknis

pehk;anaan Pekerjad dari mggota 'tPK 
vans

diangga! mamPu atau mengetahui teknis

Febbn De\erJ .dn:

b daPat dibantu oleh PersoniL vang ditunjuk dan

dinas teknis terkait; dd/atau

c dapar dibantu oleh peke4a (ienaga tukang

dan/atau mandor).

(a) TPK wajib memonitoring atas kemajuan fisik semua

kegiatan Pekeiaan vang menjadi tanssungjawabnva'

selanjutnva dievaluasi setiap minggu

(5) TPK beriancsr1ngiawab atas fisik dan keuangan

Pekerjaan vang m€njadi kewajibdnva

(6) Dihapus.
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(7) Kenajuan pelalsmaao pengadaan bddg/lasa

diiaporka! oleh TPK kepada waLi Nagdi

pertangsuneiawabd hasil

pelal<sanaan Peneadan

barang/jasa secda swakeloLa dilakukan dengd

ketentuan sebagai berikut:

E. sei.aP penge rdd bfl.rJ€ atqs bebcn APB i\ager'

harus didukung dengd,bukti aaig lengkap dm

b. bukti sebagaimda dimaksud pada huruf a harus

mendapat pengesahan ddi Sekretdis Nagari

4. (etentuan Pasal t2 ayat (2) ditamban I (satu) hurui

yal<ni huruf e, sehinsga Pasal 12 berbunvi sebagai

Pasal 12

(1) Dalam tuenyusun .encana Pelalsanaan Pengadan

BdmS/Jasa TPX harus memPertimbdgkan I

(8) TPK

lokasi/lapangan;

b. kePentingan masyarakat setempat;

c.jenis, sifat dm niai barans/jasa serta jumlah

PeDyedia Barang/Jasa yang adai dan

d. kebutuhs barang/bahd

(2) TPK menlasun rencana pelalsanaan pensadmn

barans/jasa mehputL:

a. rencda sngsa.an btaya (RAB) berdasdkan data

hdga pasar setempat atau hdga Pasd lerdekat

pekerjad/kesiatd kepada wali Nasan dan

menyampaikannya ddm forum musyawarah

(9) 'fPK menyemnkaD hasil Pengadm barals/iasa

kepada wali Nagari dengan Berita Acara Se.ah

Terima Hasil Pensadaan Barang/Jasa.
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b. dalam penlasund RAB dapat mempe.hitungkad

ongkos knin atau ongkos pengambilan alas
barang/jasa yang diadakan j

diperlukan)l

d. khusus untuk peke.jaan konstruksi, dise.tai
gamba. rencana kerja (apabila dipertukan)j dan

anggdan blaya (RAB sudah
menperhitungkan pajak ydg sesuai peraturan

dd undang undegd ymg berlaku.

(3) contoh spesifikasi teknis barans/jasa yms

diperlukan sebasaimana dimetsud pada ayat (2)

huru l  ,  .  (er lanrum oald L"mp.ro-  yanB

merupal<an bagian tidak terpisankan dari Pe.atu.an

Pasal It

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agtu seuap orang mengetahuinya, hem€.intahkan
pengundangan Pelaturan Bupati ini dengan
penenpatannya daLm Berita Daerah Kabupaten Solok,

Djtetapkd di Arosuka
Pada idgs.l t Al)nl 2017

soLoB,
.../

Diunddgkd di Arosuka
pada tdggal ? ^fn 2017

AEXREIARIg DAIIRAII
KASIJPAIEN SOIDX,

BER]TA DAERAH KABUPAIEN SOLOKTAHUN 2017 NOMOR I4


